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Irahwati, Tri. Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap Keabsahan Putusan Majelis 
Hakim di Pengadilan Agama Brebes. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Surat panggilan (relaas) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting 
dalam proses beracara di pengadilan. Tanpa surat panggilan kehadiran para pihak di 
persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat panggilan dalam hukum acara 
perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Lahirnya Perma No. 1 Tahun 2019 
memberikan kewenangan kepada Jurusita/Jurusita pengganti di pengadilan untuk 
menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. 
Tujuan penelitian mendeskripsikan proses persidangan dengan relaas 
pemanggilan secara e-Court di Pengadilan Agama Brebes pada putusan No. 
4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs dan mengkaji penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap 
keabsahan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Brebes. Jenis penelitian 
menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum terapan 
(normative empiris). Sumber data utama yaitu data primer, metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu studi dokumen, studi kepustakaan dan wawancara. Metode 
analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses persidangan perkara nomor: 
4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs menggunakan aturan umum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam Prosedur Persidangan di Pengadilan Agama Brebes. Namun proses 
relaas pemanggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik (e-Summons) sesuai 
dengan ketentuan Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2019; 2) Penerapan Perma No. 1 
Tahun 2019 di Pengadilan Agama Brebes dengan relaas pemanggilan kepada 
Pemohon dilakukan secara elektronik (e-Summons) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan 
kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas 
(panggilan/pemberitahuan) secara online. Karena telah diatur dalam Perma tersebut, 
maka pemanggilan secara elektronik merupakan pemanggilan dan pemberitahuan 
yang patut dan sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 390 HIR. Sehingga putusan 
yang diambil dalam perkara ini dengan relaas panggilan secara elektronik (e-Court) 
tersebut adalah sah menurut hukum.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Irahwati, Tri. Application of Perma No. 1 of 2019 Concerning Case Administration 
and Trials in the Electronic Court of the Verdict of the Judges in the Brebes Religious 
Court. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2019. 
The summons (relaas) is one of the most important instruments in the court 
proceedings. Without a summons the presence of the parties at the trial has no legal 
basis. Summons in civil procedural law are categorized as authentic deeds. Birth of 
Perma No. 1 of 2019 gives authority to the substitute Bailiff/Bailiff in court to submit 
a request (call/notification) online. 
The purpose of this research is to describe the trial process by being willing to 
summon e-Court in the Brebes Religious Court in decision No. 4337/Pdt.G/2019/ 
PA.Bbs and review the application of Perma No. 1 of 2019 concerning Case 
Administration and Trials in Electronic Courts of the validity of the judges' decisions 
in the Brebes Religious Court. This type of research uses field research with a 
normative empirical approach to law. The main data sources are primary data, data 
collection methods used are document studies, literature studies and interviews. The 
method of data analysis uses qualitative normative analysis. 
The results showed that 1) The trial process number: 4337/Pdt.G/2019/ 
PA.Bbs uses general rules in accordance with the applicable provisions in the 
Procedure of the Trial at the Brebes Religious Court. However, the process for the 
summoning of the Petitioners to be carried out electronically (e-Summons) in 
accordance with the provisions of Article 16 Perma No. 1 of 2019; 2) Application of 
Perma No. 1 of 2019 at the Brebes Religious Court with e-Summons being summoned 
to the Petitioners in accordance with Article 16 of the Supreme Court's Regulation No. 
1 of 2019 which gave authority to the substitute seizure/bailiff in the court to submit a 
voluntary (summons/notification) online. Because it has been regulated in this 
Regulation, electronic summons are appropriate and legal summons and notices that 
do not conflict with Article 390 of the HIR. So that the decision taken in this case with 
the e-Court call is legal according to the law. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas 
dari adanya kesalahan, kekhilafan, dan kejahatan yang dampaknya dapat 
mengganggu kepentingan dan hak-hak orang lain. Kehidupan tidak selalu berjalan 
sebagaimana yang diharapkan, sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai 
perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang disebut 
sengketa atau konflik. Seseorang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin 
mendapatkan kembali haknya, dapat berupaya melalui prosedur yang berlaku yaitu 
menggugat melalui pengadilan.  
Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua 
pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa 
yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang 
dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan, pihak ini disebut penggugat. 
Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa 
tersebut.1 Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata 
cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.  
Tata cara beracara sendiri menjadi hal yang penting di dunia hukum, hal ini 
dikarenakan sangat penting untuk menyelesaikan suatu perkara yang berada di 
pengadilan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan 
awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, 
 
1 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 84. 
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hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Pemanggilan 
dalam hal perdata merupakan hal yang paling utama dalam proses beracara, 
apabila dalam hal pemanggilan saja telah terjadi masalah maka proses beracara di 
pengadilan pun tidak akan berjalan. 
Menurut hukum acara perdata, panggilan merupakan menyampaikan 
secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di 
pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 
diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Resmi adalah sesuai ketentuan yang 
berlaku, sedangkan patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan 
memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak berperkara, yaitu 
tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara 
persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.2  
Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan 
pemanggilan adalah Jurusita. Panggilan dilakukan Jurusita yang dianggap resmi 
dan sah. Kewenangan Jurusita berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya 
melalui perintah ketua (majelis hakim) dituangkan pada penetapan hari sidang atau 
penetapan pemberitahuan.3 Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus 
menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa 
perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Jadi, sah tidaknya 
pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan pihak pengadilan sangat 
menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan dipengadilan.4 
 
2 Manan, A., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 
Yayasan Al Hikmah, 2000, hal. 84. 
3 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 213. 




Surat panggilan (relaas) merupakan salah satu instrumen yang sangat 
penting dalam proses beracara di pengadilan. Tanpa surat panggilan kehadiran 
para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat panggilan dalam 
hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 
R.Bg serta Pasal 1865 BW menyebutkan akta autentik adalah akta yang dibuat 
dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 
yang berlaku. Dengan demikian, segala sesuatu yang dimuat dalam relaas harus 
dianggap benar, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.5 
Jadi dengan hal ini penulis menganggap bahwa surat panggilan (relaas) 
merupakan instrumen penting dalam kelancaran pemanggilan serta jalannya 
persidangan, dikarenakan sifatnya yang otentik sehingga perlu adanya perhatian 
secara khusus terkait hal ini. Menurut Yahya Harahap, suatu surat panggilan harus 
memenuhi beberapa syarat yakni: 
1. Ditandatangani oleh Jurusita; 
2. Berisi keterangan yang ditulis tangan Jurusita yang menjelaskan panggilan 
telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau 
kepada keluarga atau kepala desa.6 
Surat panggilan itu penting dan wajib disampaikan kepada para pihak, 
maka dari itu pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan harus bertanggung 
jawab apabila surat panggilan tersebut tidak kunjung sampai di tangan para pihak, 
dalam aturan HIR Pasal 390 ayat (1) disebutkan bahwa “Tiap-tiap surat Jurusita, 
kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang 
 
5 Nurhayani, Neng Yani, Hukum Acara Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 46. 
6 Harahap, M. Yahya, Op. Cit., hal. 227-228. 
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bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak 
dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang 
diwajibkan dengan segera memberitahukan surat Jurusita itu pada orang itu 
sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.” 
Ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam hal Tergugat 
tidak dijumpai di tempat tinggal atau kediamannya, maka Jurusita/Jurusita 
pengganti menyampaikan surat panggilan tersebut melaui Lurah/Kepala Desa, 
untuk disampaikan kepada Tergugat. Jurusita/Jurusita pengganti mempunyai 
peranan penting dalam mata rantai proses persidangan, membantu kelancaran 
pelaksanaan persidangan pengadilan dan berada di bawah koordinasi Panitera. 
Sebagai ujung tombak peradilan, Jurusita/Jurusita pengganti mempunyai tanggung 
jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya, sebab tidak jarang ketika 
bertugas di lapangan Jurusita/Jurusita pengganti mengalami kendala atau 
menemukan pengalaman yang tidak mengenakan, hal itu merupakan resiko dari 
suatu pekerjaan. 
Fenomena yang terjadi dalam proses gugatan perceraian, terkadang 
Jurusita/Jurusita pengganti kesulitan ketika penyampaian relaas panggilan yang 
harus melalui Lurah/Kepala Desa, ketika pihak yang berperkara tidak ditemui di 
alamat tempat tinggalnya, adapun permasalahan tersebut antara lain: 
1. Pihak kelurahan/Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan tersebut 
kepada pihak yang berperkara; 
2. Pihak kelurahan/desa dalam Berita Acara relaas panggilan tidak bersedia 
mencantumkan kata-kata “...untuk disampaikan kepada pihak yang berkara”. 
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3. Jurusita/Jurusita Pengganti kesulitan mendapatkan tanda tangan Lurah dan cap 
stempelnya.7 
Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 
(Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara 
Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Perma No. 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan 
hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan 
biaya ringan. Adanya layanan sistem e-Court sebagai perangkat yang disediakan 
untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.  
Lahirnya aplikasi e-Court tidak terlepas dari Perma No. 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 
Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Perma tersebut. Perma 
No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
Secara Elektronik, merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia 
(Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan 
hukum acara (IT for Judiciary).8 
Perma tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai 
negara maritim yang memiliki issue utama dalam access to justice. Disahkannya 
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik, menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi 
 
7 Ibrahim, Cece Rukmana, Dilema Juru Sita Pengganti Dalam Penyampaian Relaas Panggilan, 
Online: https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/235. (15 November 2019). 
8 Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, Online: 
https://www.pt-bengkulu.go.id/berita. (15 November 2019). 
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perkara di pengadilan. Perma ini juga merupakan pondasi dari implementasi 
aplikasi e-Court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang 
untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya 
perkara secara elektronik. Secara substansial, Perma tersebut tidak menghapus 
ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan 
menambah/menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara 
elektronik, eksistensi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberikan kewenangan kepada 
Jurusita/Jurusita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas 
(panggilan/pemberitahuan) secara online. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti 
lebih lanjut terkait kebasahan putusan majelis hakim dengan relaas panggilan 
secara e-Court dalam perkara gugatan perceraian dengan mengambil judul 
penelitian ”Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap Keabsahan Putusan Majelis 
Hakim di Pengadilan Agama Brebes”. 
B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses persidangan dengan relaas pemanggilan secara e-Court di 
Pengadilan Agama Brebes pada putusan No. 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs? 
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2. Bagaimana penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap keabsahan putusan 
majelis hakim di Pengadilan Agama Brebes? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan proses persidangan dengan relaas pemanggilan secara 
e-Court di Pengadilan Agama Brebes pada putusan No. 4337/Pdt.G/2019/ 
PA.Bbs. 
2. Untuk mengkaji penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap keabsahan 
putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Brebes.  
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis, memberikan manfaat teoritis bagi pemahaman Ilmu Hukum, 
khususnya yang berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan di 
pengadilan secara elektronik. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan 
kajian penerapan ilmu hukum dalam penegakan hukum dan menambah 
literatur tentang hukum perdata terkait dengan penerapan e-Court khususnya 
pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, serta dapat dijadikan sebagai 
referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.  
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2. Secara Praktis, menggali atau mengkaji lebih dalam penerapan e-Court atau 
electronic court, yang merupakan aplikasi yang diluncurkan Mahkamah 
Agung untuk memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. 
Aplikasi ini adalah untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu 
panggilan. Adanya sistem ini intensitas para pencari keadilan untuk bertemu 
aparat peradilan otomatis berkurang. Hal ini tentu meminimalisir terjadinya 
pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, diharapkan integritas pengadilan 
dan para pejabatnya akan tetap terjaga. 
E. Tinjauan Pustaka  
Penelitian terkait e-corut, pemanfaatan teknologi informasi dan 
pemanggilan persidangan sudah pernah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti 
terdahulu, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya. 
Berikut penelitian-penelitian sejenis yang relevan dalam penelitian ini yang dapat 
dijadikan rujukan. 
Asep Nursobah (2015), Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk 
Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung (Utilization of 
Information Technology to Boost Acceleration of Settlement Case in Supreme 
Court). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015: 323-334. 
Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong 
peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya 
diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan 
teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronis saja. 
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Teknologi belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja 
badan peradilan. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
oleh Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara sebagaimana tersebut 
diatas adalah pengejawantahan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009. Tujuannya adalah untuk dapat mendorong peningkatan efisiensi dan 
efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan 
pengikisan tunggakan perkara. Namun jika dilihat dari jumlah sisa perkara di 
periode implementasi teknologi Informasi di Mahkamah Agung, khususnya tahun 
1986 s.d 2007, tidak terjadi penurunan sisa perkara yang signifikan. Fenomena ini 
dialami oleh banyak negara dalam mengimplementasikan teknologi informasi di 
pengadilan. Penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan pada upaya 
pencatatan elektronis saja. Teknologi informasi belum dioptimalkan secara 
maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan. Penurunan sisa perkara 
perkara mulai terlihat pada tahun 2008 dengan jumlah yang cukup signifikan, di 
bawah angka 10.000. Sisa perkara kembali dapat direduksi lebih signifikan lagi 
terjadi pada tahun 2010-2014. Pada periode ini sisa perkara berada pada kisaran 
angka 30 %, bahkan pada tahun 2013 dan 2014, sisa perkara Mahkamah Agung 
berturut-turut sebesar 28,58% dan 23,38%. Penurunan sisa perkara pada periode 
2010-2014 tidak bisa dilepaskan dari berbagai inisiatif modernisasi manajemen 
perkara yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai implementasi 
cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035.  
I Gusti Agung Gede Surya Dharma Putra (2017) Putusan Tanpa Hadirnya 
Tergugat (Verstek) dalam Perkara Perdata. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 1 No. 2. 
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Di dalam suatu persidangan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan 
tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di 
persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut maka gugatan dikabulkan 
dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau verstek.Tergugat yang telah 
dipanggil secara patut pun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak 
mengirimkan wakil/kuasanya dan karena hakim menimbang bahwa peristiwa-
peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum dianggap benar maka majelis hakim 
memutus gugatan tersebut dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 
RBg/125 HIR. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer 
berupa bahan-bahan hukum dan sekunder rmeliputi pendapat (doktrin) 
parasarjana. Di dalam pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan yaitu 
teknik pengutipan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis.  
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan putusan verstek 
sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan Hakim yang didasarkan atas 
ketidakhadiran para pihak di persidangan setelah dipanggil secara patut. Akibat 
dari putusan verstek baik terhadap penggugat maupun tergugat adalah bersifat 
mengikat pihak tergugat dan penggugat untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Namun harus tetap 
diingat, dalam memutuskan secara verstek, Majelis Hakim agar tidak tergesa-gesa 
dalam menjatuhkan putusan verstek dan mempertimbangkan dengan baik segala 
fakta persidangan dan memperhatikan syarat-syarat putusan verstek. 
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Ika Atikah (2018) Implementasi e-Court dan Dampaknya Terhadap 
Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. Proceeding-Open 
Society Conference, 2018: 107-127. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari 
pemecahan atas isu hukum15 yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum 
merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, 
yang mana pendekatan undang-undang mempelajari konsistensi dan kesesuaian 
antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa lahirnya aplikasi e-Court tidak 
terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-Court 
merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus 
komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan 
reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran 
teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). Tidak dapat 
dipungkiri, implementasi administrasi perkara di pengadilan secara eletronik (e-
Court) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Perma 
No. 3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi advokat dalam 
berperkara melalui e-Court. Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak 
pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini diatur dalam 
pasal 6 ayat 2. Registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di e-Court saat ini 
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masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan 
berperkara dengan layanan e-Court. Namun, Tidak ada salahnya apabila advokat 
melakukan registrasi dalam layanan e-Court guna memudahkan advokat untuk 
bisa membela klien yang hendak menggunakan jalur e-Court, secara otomatis 
advokat bisa beracara menggunakan sistem e-Court sebagaimana yang diatur 
dalam Perma dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna 
Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 
F. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk 
mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi dalam suatu penelitian. 
Metode penelitian sangat penting dan menentukan untuk menunjang proses 
penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggunakan data primer 
sebagai data utama, sumber datanya diperoleh melalui observasi dan 
wawancara. Penelitian ini selain melakukan penelitian lapangan, penulis juga 
meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu metode 
yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode 
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penelitian wawancara kepada narasumber dan respoden ditambah dengan studi 
kepustakaan untuk melengkapi data yang ada.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah penelitian hukum terapan (normative empiris), yaitu penelitian hukum 
tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in 
action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum terapan judicial case study, yaitu 
merupakan penerapan hukum terhadap konflik hukum yang diselesaikan 
melalui pengadilan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas permasalahan 
yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk 
mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Penelitian ini, 
hal yang diamati berkaitan dengan penerapan e-Court terkait dengan 
pemanggilan di persidangan secara elektronik berdasarkan undang-undang 
yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden 
sebagai data utamanya, didukung data sekunder terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. 
3. Sumber Data  
Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder penelitian ini 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang 
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru 
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tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum 
sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.9  
Penelitian ini selain melakukan penelitian lapangan yang disertai 
dengan wawancara kepada narasumber dan responden, penulis juga meneliti 
bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu metode yang 
digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian 
wawancara kepada narasumber dan respoden ditambah dengan studi 
kepustakaan untuk melengkapi data yang ada.  
a. Data primer, berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung 
dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang 
mengetahui obyek yang diteliti.  
b. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini, antara lain: 
1. Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.10 Bahan 
hukum primer bersumber dari hukum positif dan isinya mempunyai 
kekuatan mengikat terhadap masyarakat, antara lain: Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 
 
9 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hal. 29. 




2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang 
memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh 
secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain 
dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen 
resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.11  
 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, studi kepustakaan, 
pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), dan penggunaan daftar 
pertanyaan atau kuesioner. Penelitian disamping menggunakan metode yang 
tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, 
maka penelitian ini nantinya akan menggunakan metode pengumpulan data: 
a. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, 
majalah,-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat 
serta catatan harian. Peneliti memperoleh dokumen dari Pengadilan Agama 
Brebes berupa putusan. Selain itu juga dengan buku-buku literatur yang 
berkaitan dengan penerapan e-Court.  
b. Studi Kepustakaan, merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan 
dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-literatur, 
 
11 Ibid., hal. 36. 
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peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan 
sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. 
c. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Peneliti 
melakukan wawancara disini dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan 
dengan penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap keabsahan 
putusan majelis hakim secara terstruktur guna mempermudah peneliti 
dalam mendaptkan hasil dari wawancara tersebut. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data 
sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode kualitatif, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian 
yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk 
uraian, analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang sangat 
penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus 
melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 
hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan 
hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.12  
 
12  Ibid., hal. 251-252. 
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Analisis dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan 
dari suatu permasalahan yang diteliti dan juga analisis hukum yaitu 
menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan-permasalahan yang diteliti 
G. Sistematika Penulisan  
Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara jelasnya 
mengenai karya ilmiah ini akan diuraikan sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Berisi tentang tinjauan tentang e-Court meliputi 
pengertian e-Court, ruang lingkup aplikasi e-Court; tinjauan tentang 
relaas pemanggilan meliputi pengertian relaas pemanggilan, dasar hukum 
mengenai relaas panggilan, tahap pemanggilan para pihak, jarak waktu 
panggilan dengan hari sidang; tinjauan tentang persidangan; tinjauan 
tentang putusan pengadilan meliputi pengertian putusan pengadilan, asas 
putusan, dan formulasi putusan. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dijelaskan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai proses persidangan dengan relaas pemanggilan 
secara e-Court di Pengadilan Agama Brebes pada putusan No. 
4337/Pdt.G/ 2019/PA.Bbs dan penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
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Elektronik terhadap keabsahan putusan majelis hakim di Pengadilan 
Agama Brebes. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tinjauan tentang e-Court 
1. Pengertian e-Court  
Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi e-
Court pada hari Jumat 13 Juli 2018. Lahirnya Aplikasi e-Court tidak terlepas 
dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Administrasi di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam 
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari 
implementasi Perma tersebut, sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia 
(Justice Reform) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan 
Hukum Acara (IT for Judiciary).  
Disahkannya Perma tersebut menjadi tonggak awal dalam revolusi 
administrasi perkara di pengadilan. Perma ini juga merupakan pondasi dari 
implementasi Aplikasi e-Court di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan 
berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar 
biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung 
tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan 
menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara 
elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 
memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan 
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untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. Tak 
sekedar panggilan/pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/penetapan dan 
pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Secara eksplisit, Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait 
pengguna terdaftar (user/account) yang meliputi: domisi elektronik, pendataan 
yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna 
terdaftar, serta penghentian (suspension/banned) yang meliputi: penangguhan 
terhadap hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan menolak 
pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala 
bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar 
syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi e-Court.13 
e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan 
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar 
Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan 
secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan 
(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan 
mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara 
secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat 
melakukan pendaftaran perkara.14 
 
13 Direktorat Jenderal Badan Peradiral Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan, Online: 
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. (10 Oktober 2019). 
14 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court 2019: The Electronic 
Justice System, Online: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 2009, hal. 8. 
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e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat 
melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun 
permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa 
harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan 
secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Untuk saat ini 
pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi e-Court hanya terbatas untuk 
kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan 
maupun Badan Hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola 
potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul 
bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola 
kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke 
elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan 
Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri 
dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang 
bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.15 
e-Court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, 
pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan 
putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya 
dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara 
perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan 
peradilan. Hadirnya Aplikasi e-Court ini tentunya akan merubah paradigma 
aparatur peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan 
 
15 Direktorat Jenderal Badan Peradiral Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, Ibid.  
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merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran 
teknologi informasi (IT).  
Aplikasi e-Court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama 
memiliki account/user) dengan berbekal koneksi internet dan perangkat yang 
memiliki web browser. Untuk melakukan pendaftaran/registrasi pengguna 
(user/account) dapat melalui tautan berikut https://ecourt.mahkamahagung.go.id. 
Pendaftaran akun pengguna Aplikasi e-Court tidak dikenakan biaya dan sebelum 
melakukan proses pendaftaran/registrasi diwajibkan untuk membaca dan 
menyetujui syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian halaman depan 
(homepage) Situs e-Court Mahkamah Agung 
Aplikasi made in Mahkamah Agung ini merupakan sumbangsih untuk 
Dunia Peradilan Indonesia sekaligus sebagai jawaban atas Instruksi Presiden 
Republik Indonesia untuk mendongkrak peringkat Indeks Kemudahan dalam 
Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) melalui sektor yudisial. Kemudahan 
dalam berusaha (Ease of Doing Business/EODB) ialah sebuah indeks yang dikaji 
oleh Bank Dunia (World Bank) yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi 
kebijakan Pemerintah. Adanya Ease of Doing Business (EODB), Pemerintah dapat 
melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan 
sebelumnya. 
2. Ruang Lingkup Aplikasi e-Court  
Pada Aplikasi e-Court ini terdapat 3 (tiga) buah modul/layanan/fitur, yaitu 
e-Filling yang merupakan layanan pengiriman dan penerimaan berkas 
perkara digital (PDF/Scan) secara online, seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan 
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atau Jawaban. Verifikasi file-file yang dikirim-pun dilakukan melalui Aplikasi e-
Court ini, dan dengan begitu potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan 
aparatur pengadilan akan lebih kecil. Di dalam Aplikasi e-Court juga terdapat e-
Payment yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual 
Pengadilan (Virtual Account) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan 
transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking maupun 
konvensional. Kemudian, fitur berikutnya adalah e-Notifications yang sangat 
berguna bagi para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara yang 
diajukannya, misalnya saja notifikasi berupa nomor perkara, notifikasi jumlah 
biaya perkara yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Nampaknya masih ada 1 
(satu) fitur lain yang dimiliki oleh Aplikasi e-Court, yaitu e-Summons yang 
merupakan layanan pemanggilan/pemberitahuan (relaas) secara online 
(disampaikan melalui domisi elektronik/e-mail) dengan persetujuan para pihak, 
artinya jika para pihak sepakat.16 
Ruang Lingkup aplikasi e-Court terdiri dari Pendaftaran Perkara Online, 
Pembayaran Panjar Biaya Online, Pemanggilan Elektronik, dan Persidangan 
Elektronik.17 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing) 
Pendaftaran  Perkara  Online  dalam  aplikasi e-Court untuk saat ini 
baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan 
sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang  
 
16 Direktorat Jenderal Badan Peradiral Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah 
Agung Republik Indonesia, Ibid.  
17 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ibid, hal. 7-8. 
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didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang 
dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini 
yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan 
berusaha. Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-
Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah: 
1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara. 
2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel 
atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. 
3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan 
media. 
4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat 
b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment) 
Pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan 
SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses 
generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja 
yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya 
Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan 
taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan 
elektronik SKUM atau eSKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan 
Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual 
Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. 
c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) 
Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 yang telah diubah dalam 
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
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Pengadilan secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya 
dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna 
Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat 
domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk 
pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir 
pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju 
dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat 
akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang 
diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual 
seperti biasa. 
d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi) 
Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara 
elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti 
Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat 
diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Pada e-Litigasi ini acara persidangan 
secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik 
dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan 
Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup 
sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, 
meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh 
majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan 
dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak 




B. Tinjauan tentang Relaas Pemanggilan  
1. Pengertian Relaas Pemanggilan  
Panggilan pihak-pihak berperkara di pengadilan merupakan unsur dasar 
yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara. Pemanggilan para pihak 
dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan mengacu pada penetapan 
hari sidang yang ditetapkan oleh majlis hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara yang bersangkutan. Pemanggilan secara normatif diatur dalam beberapa 
pasal yaitu Pasal 388-390 HIR serta Pasal 145 dan 146 R.Bg. 
Panggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus 
berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Pemeriksaan persidangan pada 
tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) atau di Pengadilan Agama (PA), 
tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat Kasasi di Mahkamah 
Agung (MA), diawali dengan proses pemanggilan (biasa disebut panggilan) dan 
pemberitahuan. Pemanggilan tergugat harus dilaksanakan secara patut. Setelah 
melakukan panggilan juru sita, harus menyampaikan risalah (relaas) panggilan 
kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti 
bahwa tergugat telah dipanggil.18 
Sah tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh 
para pihak yang berperkara di pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya 
proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Panggilan dalam bahasa belanda 
disebut  dengan  convocatie  atau  bijeenroeping.19  Panggilan  atau pemberitahuan  
 
18  Martokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 89. 
19  Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahas Belanda Indonesia Inggris, 
Semarang: Aneka Ilmu, 1997, hal. 254. 
  
27 
(exploot) dalam bahasa Perancis adalah surat panggilan yang disampaikan oleh 
juru sita/juru sita pengganti, sedangkan relaas adalah berita acara pemanggilan 
sebagai isi dari exploot tersebut.20 
Sementara itu panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan 
secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang 
diminta dan diperintahkan majlis hakim atau pengadilan.21 Sedangkan panggilan 
secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara 
pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru 
sita dengan cara membuat berita acara pamanggilan pihak-pihak yang dilakukan 
terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan 
tenggang waktu dalam hal yang sangat perlu dan tidak boleh kurang dari tiga hari 
kerja.22 
Panggilan (convocation, convocatie) dalam arti sempit dan sehari-hari 
sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang 
ditentukan. Akan tetapi dalam huku acara perdata, dijelaskan dalam Pasal 388 HIR 
pengertian panggilan mempunyai makna cakupan yang lebih luas, yaitu:  
a. Panggilan sidang hari pertama kepada penggugat dan tergugat.  
b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu 
pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah 
maupun berdasarkan alasan yang sah.  
 
20  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 213. 
21  Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 103. 
22  Sutantio, Retno Wulan & Winata, Iskandar Oeripkarta, Hukum Acara Perdata Dalam Teori 
dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 22. 
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c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak 
berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadiri saksi 
yang penting ke persidangan). 
d. Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum 
pemberitahuan atau aanzegging (notification), antar lain:  
1) Pemberitahuan putusan PT dan MA.  
2) Pembaritahuan permintaan banding kepada terbanding. 
3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan  
4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon 
kasasi.23 
2. Dasar Hukum Mengenai Relaas Panggilan 
Suatu produk hukum apapun bentuknya akan baik dan sempurna manakala 
mengandung aspek-aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis. Kesesuaian secara 
Yuridis manakala produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, baik yang ada diatasnya maupun berada 
disampingnya. Hal tersebut sesuai dengan azas Legalitas bahwa hukum itu ada 
pada peraturan perundang-undangan. Kesesuaian secara Filosofis dimaknai bahwa 
suatu produk hukum tersebut harus melihat dari tujuan yang paling mendasar 
mengapa diadakan, tentunya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, 
keadilan hukum dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat. Kesesuaian 
secara sosiologis dilihat dari kondisi atau perkembangan dimana hukum itu 
ditetapkan. Karena secara sosiologis hukum tidak hanya dari sisi normatif saja 
 
23  Harahap, M. Yahya, Op Cit, hal. 213. 
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melainkan merupakan sekumpulan fakta empiris dan sesuatu yang nyata dalam 
masyarakat, dengan kata lain bahwa sosiologis mengkaji tentang realitas bukan 
idealistis, das sein (dunia nyata) bukan das solen (dunia abtrak).24 
Di era informasi (informasi age) seperti sekarang ini efesiensi dan 
efektifitas dalam berbagai bidang merupakan suatu keniscayaan yang termasuk di 
dalamnya pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan di pengadilan agama, hal 
ini sesuai dengan azas hukum perdata adalah peradilan dilaksanakan secara 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada prakteknya masyarakat para pencari 
keadilan menginginkan dan membutuhkan agar proses penyelesaian perkara 
dilakukan dengan cepat dan formalistis atau informal procedure and can beput 
into motion quiqly.25 
Era informasi dan di tengah globalisasi yang semakin canggih ini, 
pengadilan agama mau tidak mau harus ikut aktif dalam peradaban digital yakni 
pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi secara maksimal, baik itu 
dalam proses administrasi maupun dalam penyelesaian perkara. Untuk 
mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul akibat majunya dunia informasi 
melalui transaksi elektronik yang dalam hal ini berkaitan dengan alat bukti yang 
sah di pengadilan, pemerintah dan DPR RI telah mensahkan “Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tanggal 
25 Maret 2008 “.  
Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan suatu 
kesempatan yang besar bagi Lembaga Peradilan dan Badilag khususnya untuk 
 
24  Saifullah, Refleksi Sosiologis Hukum, Bandung: Reflika Aditama, 2007, hal. 3. 
25  Op Cit., hal. 248. 
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terus berinovasi dalam melakukan terobosan di bidang hukum acara perdata. Ada 
beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 
yang berkaitan dengan alat bukti di peradilan antara lain dalam Pasal 1, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 16. Yakni:  
Pasal 1 UU ITE menyebutkan:  
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:  
1) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, 
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau 
perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya.  
2) Transaksi Elekronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik 
lainnya.  
3) Teknologi Informasi adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan, 
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau 
menyebarkan informasi.  
4) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 
elektronik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan 
didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
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huruf, tanda, anagka, kode akses, simbol atau porforasi yang memiliki makna 
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  
Pasal 1 ayat (12) menyebutkan:  
Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik 
yang dikaitkan, terasosiasi atau terkait,dengan informasi elektronik lainnya yang 
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.  
Pasal 5 UU ITE disebutkan:  
1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah.  
2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang 
sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.  
3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila 
menggunakan sistem elektronik sesuai denganketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini. 
4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:  
a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan  
b. Surat beseta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat 
dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.  
Pasal 6 UU ITE menyebutkan: 
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang 
mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi 
elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang 
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tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.  
Pasal 16 UU ITE menyebutkan:  
1) Sepanjang tidak ditemukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap 
penyelenggara sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum 
sebagai berikut:  
a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan.  
b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keontetikan, kerahasiaan, dan 
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 
elektronik tersebut.  
c. Dapat beroprasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.  
d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan 
bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh para pihak yang 
bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan  
e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.  
2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
Ada beberapa persoalan penting yang mendasar yang menyangkut 
panggilan melalui Fax, e-mail, Surat Pos dan SMS Centre sebagai dampak 
perkembangan informasi dan komunikasi elektronik diantaranya:  
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a. Surat panggilan dan tanda tangan dipastikan tidak asli karena merupakan 
penggandaan atau hasil cetak.  
b. Surat panggilan harus dilakukan secara tertulis akan menjadi persoalan jika 
dilakukan secara lisan.  
Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 390 HIR dan Pasal 2 ayat (3) 
Rv menyebutkan bahwa panggilan harus dilakukan secara tertulis (In Writing) dan 
tidak dibenarkan melalui lisan karena sulit membuktikan keabsahannya. Hal ini 
berarti suatu panggilan akan dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis 
dengan ketentuan yang ada dalam panggilan tersebut yakni harus asli dan ditanda 
tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini berarti dengan otoritas keaslian suatu 
akta, dokumen atau surat.  
Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/ 
atau dokumen elektronik dan/ hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang 
sah. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan ketentuan mengenai 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk :  
1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan  
2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat bentuk 
akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.  
Mengenai cakupan secara tertulis sebagaimana ketentuan yang ada dalam 
Pasal 390 HIR dan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 2 ayat (3) Rv menyebutkan 
perluasan jangkauan mengenai bentuk tertulis, anrtara lain membenarkan dalam 
bentuk: Telegram dan Surat Tercatat. Sehingga berdasarkan ketentuan yang ada 
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dalam pasal tersebut panggilan yang dilakukan melalui telegram dan surat tercatat 
dianggap sebagai panggilan yang patut (properly).  
3. Tahap Pemanggilan Para pihak 
a. Aturan Umum  
Berdasarkan perintah hakim ketua majlis didalam PHS (Penetapan Hari 
Sidang), juru sita/juru sita pengganti (vide: Pasal 38 s/d 42 dan Pasal 103 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di 
ubah dan dengan ditambah undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) 
melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti 
persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS 
(Penetapan Hari Sidang) di tempat persidangan yang telah disiapkan. Dalam 
aturan umum mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara 
resmi dan patut.26 
 Mengenai tata cara pemanggilan ini diatur dalam Pasal 390 jo 389 dan 
Pasal 122 HIR,27 yakni “Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah 
mengingat jauh tempat diam para pihak dari tempat pengadilan Negeri 
bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dengan hari 
sidang lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu 
perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”.  
 
26  Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan 
Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia. Jakarta: Pusat Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008, hal. 153. 
27  Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar Offset, 2005, hal. 63. 
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b. Aturan Khusus 
Khusus mengenai perkara percaraian, tata cara pemanggilannya diatur 
sebagaimana berikut:  
1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian 
baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri 
sidang tersebut.  
2) Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah.  
3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. 
Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan 
disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang dipersamakan          
dengan itu.  
4) Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh pihak-pihak 
atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang 
dibuka.  
5) Panggilan terhadap tergugat atau termohhon dilampiri surat gugatan atau 
permohonan.  
6) Apabila Tergugat atau Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau 
tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka 
pemanggilan dilakukan dengan cara:  
a) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada 
papan pengumuman pengadilan.  
b) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa atau massmedia lain 
yang ditetapkan oleh pengadilan.  
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7) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan 
sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara bulan antara 
pengumuman pertama dan kedua.  
8) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan 
ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.  
9) Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan 
disampaikan lewat perwakilan RI setempat.28 
4. Jarak Waktu Panggilan Dengan Hari Sidang 
Ketentuan yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari 
sidang yaitu Pasal 122 HIR. Hal-hal yang mempengaruhi dalam menentukan jarak 
waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu:  
a. Faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang 
dilangsungkan. Pasal 10 Rv mengatur hal tersebut sebagai berikut.  
1) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengangedung pengadilan 
negeri sidang tidak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dan hari sidang 
adalah delapan hari.  
2) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan 
tempat sidang agak jauh, maka jarak waktu antara pemanggilan dan hari 
sidang adalah empat belas hari.  
3) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengangedung pengadilan 
tempat sidang jauh, maka jarak waktu antara pemanggilan dengan hari 
sidang adalah dua puluh hari.  
 
28  Mujahidin, Ahmad, Op Cit., hal. 153-156. 
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b. Jarak Waktu Panggilan Dalam Keadaan Mendesak  
Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang 
mendesak ini diatur dalam Pasal 122 HIR. Dalam pasal tersebut menentukan 
bahwa jarak waktu pemanggilan dalam keadaan mendesak dapat dipersingkat 
dengan syarat tidak boleh kurang dari tiga hari. Dari definisi tersebut yang 
dimaksud dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan perlu benar tidak 
dijelaskan oleh undang-undang.29 Oleh karena itu tergantung kepada penilaian 
dan pertimbangan hakim dengan syarat, harus benar-benar dipertimbangkan 
dasar alasannya secara objektif.  
c. Jarak Waktu Pemanggilan Dengan Hari Sidang Terhadap Orang Yang Berada 
di Luar Negeri  
Prinsipnya didasarkan pada perkiraan yang wajar dengan 
mempertimbangkan faktor yang perlu diperhatikan yakni jarak negara tempat 
tinggal dengan indonesia pada satu segi serta jarak jarak tempat tinggal 
tergugat dengan Konsulat Jendral RI,30 serta faktor birokrasi yang harus 
ditempuh dalam penyampaian pengadilan.  
d. Jarak Waktu Pemanggilan Dengan Hari Sidang Apabila Tergugat Terdiri dari 
Beberapa Orang  
Penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam hal 
tergugat terdiri dari beberapa orang tidak diatur dalam HIR, namun ketentuan 
tersebut diatur dalam Pasal 14 Rv sebagai berikut. “Jika beberapa orang karena 
 
29  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 225. 
30  Ibid, hal. 225.. 
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gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu yang berlainan, maka 
semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan 
untuk yang bertempat tinggal yang jauh.”  
Menurut pasal tersebut, penentuan jarak waktu antara pemanggilan 
dengan hari sidang tidak boleh berpatokan pada tempat tinggal tergugat yang 
paling dekat, melainkan harus didasarkan pada tempat tinggla tergugat yang 
paling jauh. Berdasarkan Pasal 390 HIR untuk menghitung waktu yang diatur 
dalam ketentuan-ketentuan tersebut, mulai dari hari waktuitu tidak turut 
dihitung.31 
Sedangkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan adalah sebagai berikut:  
1) Apabila pada hari sidang pertama Penggugat atau semua Penggugat tidak 
hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim 
kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah datang 
maka Gugatan dapat digugurkan dan Penggugat dihukum untuk membayar 
biaya perkara (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg). Harus diperhatikan apakah 
dalam pemanggilan kepada Penggugat tersebut Jurusita telah bertemu 
sendiri dengan Penggugat atau hanya melalui Kelurahan/Kepala Desa. 
Dalam hal Jurusita tidak dapat bertemu sendiri dan hanya melalui 
Kelurahan/Kepala Desa, maka Penggugat dipanggil sekali lagi.  
 
31  Sutantio, Retno Wulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Teori 
dan Praktek, Bandung: Bandar Maju, 2002, hal. 96. 
  
39 
2) Dalam hal perkara digugurkan, Penggugat dapat mengajukan gugatan 
tersebut sekali lagi dengan membayar panjarbiaya perkara lagi. Apabila 
telah dilakukan sita jaminan, maka sita tersebut harus diangkat.  
3) Dalam hal-hal tertentu, misalnya apabila Penggugat tempat tinggalnya jauh 
atau mengirim kuasanya tetapi suratkuasanya tidak memenuhi syarat, maka 
Hakim dapat mengundurkan dan meminta Penggugat dipanggil sekali lagi. 
Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa 
panggilan (Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg). 
4) Jika Penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia 
telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ini datang dan 
pada panggilan ketiga Penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat 
digugurkan (Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg).32 
5) Apabila gugatan gugur maka dituangkan dalam putusan, tetapi apabila 
Gugatan dicabut maka dituangkan dalam bentuk penetapan. Dalam hal 
perkara perceraian, apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan 
perkaranya belum diputus, maka perkara menjadi gugur dan dituangkan 
dalam putusan.  
6) Apabila Penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka 
Penggugat dipanggil sekali dengan peringatan (peremptoir) untuk hadir 
dan apabila tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tetap hadir, maka 
pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara kontradiktoir.33 
 
32  Gantini, Tuti, Gugur Dan Verstek Seta Perlawanan Terhadap Putusan Verstek, Makalah 
yang disampaikan pada acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis. 
33  Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam 




C. Tinjauan tentang Persidangan  
Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar 
sidang, artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: ... itu dihadiri oleh 
semua anggota; segenap anggota. Dimana kata persidangan yaitu terdapat 
tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya 
pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.34 Secara terminologi 
sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan 
syarat-syarat tertentu. Dengan adanya penjelasan di atas menurut penulis, 
persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan 
suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan 
yang disepakati oleh pihak yang hadir.  
Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 
Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: “Persidangan adalah 
sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang 
pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan 
kepada Mahkamah Konstitusi”. 
Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, 
terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan, dapat penulis simpulkan bahwa 
persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih 
orang  untuk  menyelesaiakan  masalah  dengan  cara  memeriksa,  mengadili  dan  
 
34  https://kbbi.web.id/sidang. (1 November 2019) 
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memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut 
digunakan untuk mencapai suatu mufakat. Asas-asas persidangan, antara lain:  
1. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan  
Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara 
langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para 
saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat 
dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan 
secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. 
Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154, 155 
KUHAP, dan seterusnya.  
Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah 
kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa 
sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Perlu digarisbawahi bahwa ini 
merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran 
lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: “Terdakwa 
dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Begitu 
pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang 
acara pemeriksaan verstek tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana 
khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang 
Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan 
pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.35 
 




2. Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective (peradilan yang cepat, 
sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak) 
Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan 
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. “Sederhana” di sini 
artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara 
efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di 
jangkau oleh masyarakat banyak.36  
Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat 
diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada 
keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi 
manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak 
pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.37 
Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan 
dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.  
3. Asas Keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)  
Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk 
umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi 
sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk 
umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, 
penyidikan, dan pra peradilan  tidak terbuka untuk umum.38 Selanjutnya, Pasal  
 
36  Bakri, M., Pengantar Hukum Indonesia, Malang: UB Press, 2011, hal. 148. 
37  Hamzah, Andi, Op Cit., hal. 12-13. 
38  Bakri, M., Op Cit., hal. 148. 
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153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan 
hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.39 
Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan 
guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Jika sidang tidak 
dilakukan dengan asas keterbukaan akan mengakibatkan putusan batal demi 
hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP,dan Pasal 13 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara 
pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP). 40 
4. Asas Equality Before the Law (asas persamaan di muka hukum) 
Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka 
hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan 
politik, agama, golongan, dan sebagainya.41 Maksud perlakuan yang sama atas 
diri setiap orang di muka hokum dengan tidak mengadakan pembedaan 
perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, 
maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut 
dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, ”Pengadilan mengadili menurut 
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.  
 
39  Hamzah, Andi, Op Cit., hal. 20. 
40  Mulyadi, Pengetahuan  Dasar  Hukum  Acara  Pidana,  Bandung:  Mandar Maju, 1999, 
hal. 97. 
41  Wisnubroto, Aloysius & Widiartana, G., Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 11. 
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Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak 
asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan 
Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang 
melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan 
sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara 
atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka 
digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk 
asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta “tan hana dharma manrua” 
yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).42 
D. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan  
1. Pengertian Putusan Pengadilan  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan 
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan 
dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 
121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan 
Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap 
pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis 
menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 
pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah 
 
42  Hamzah, Andi, Op Cit., hal. 22. 
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bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak 
yang berperkara.43 
Tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, 
diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang 
disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun 
hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan 
dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. 
Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan 
penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan 
kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan 
pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka 
hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. 
2. Asas Putusan  
Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang 
dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 
HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 
UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).44 
a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 
Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan 
itu dikatagorikan  putusan  yang  tidak  cukup  pertimbangan atau onvoldoende  
 
43  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 797. 
44  Ibid, hal. 797. 
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gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi 
dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan 
perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum. 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 
1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 
sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang 
menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan 
dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-
undangan tertentu yang disangkutan dengan perkara yang diputus atau 
berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. 
Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara 
ex officio, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak 
dikemukakan para pihak yang berperkara.45 
Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 
14 Tahun 1970, sebagimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 
1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan 
keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan 





45  Ibid, hal. 789. 
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b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 
Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat 
(2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan 
mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa 
dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara 
mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-
undang.46 
c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 
Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) 
RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan 
yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. 
Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap 
telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui 
wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan 
mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu 
dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) maupun sesuai dengan 
kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan 
melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang 
tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.47 
Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama 
dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law: 
 
46  Ibid, hal. 800. 
47  Ibid, hal. 802. 
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1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal dengan prinsip 
rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum 
(accordance with the law), 
2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-
nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR 
kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapun tidak boleh 
melakukan tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas 
wewenangnya (beyond the powers of his authority). 
d. Diucapkan di Muka Umum 
1) Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif  
Persidangan dan putusan diucapakan dalam sidang pengadilan yang 
terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian 
yang tidak terpsahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, 
pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal 
sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum 
mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan 
bagian asas fair trial. Dalam literatur disebut the open justice principle. 
Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari 
perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan.48 
Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek 
pencegah (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat 
sebelah (partial)  atau  diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal  
 
48  Harahap, M. Yahya, Op Cit., hal. 803. 
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sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan 
dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati 
melakukan kekeliruan (error) dan penyalahgunaan wewenang pada satu 
segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.49 
Prinsip the open justice bertolak belakang dengan peradilan yang 
bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses 
pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau arbitrase, 
pemeriksaan didesain secara konfidensial, dengan maksud untuk menjaga 
kreadibilitas para pihak yang bersengkata. Memang hukum membenarkan 
pemeriksaan lembaga extra judical berdasarkan kesepakatan para pihak. 
Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (state 
court) atau ordinary court, harus ditegakan prinsip pemeriksaan terbuka 
untuk umum.  
2) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan 
Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, 
ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 
sebagimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang 
dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: Semua 
putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.50 Mengenai prinsip ini, juga 
ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 hufur c Undang-Undang No. 
14 Tahun 1970: diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang 
 
49  Ibid, hal. 803. 
50  Ibid, hal. 804. 
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terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali 
undang-undang menentukan lain. Dalam Acara Pidana, prinsip ini 
ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak diadili di sidang 
pengadilan yang terbuka untuk umum.51 
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 
Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud 
mengakibatkaan putusan yang dijatuhkan: 
a)  Tidak sah, atau 
b)  Tidak mempunyai kekuatan hukum.52 
3) Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap diucapkan dalam 
Sidang Terbuka 
Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan 
membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, 
pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum 
kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 
ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara 
perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksaan pasal itu yang 
menegaskan pemeriksaan gugatan perkara perceraian menurut penjelasan 
Pasal 33 tersebut: 
 
 
51  Ibid, hal. 804. 
52  Ibid, hal. 804. 
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a) Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara, 
b)  Tetapi meliputu juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.53 
Prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat 
imperaatif. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian 
secara terbuka, merupakan pelanggaran ketertiban umum (public order), 
sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Alasan yang 
menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, ialah 
untuk melindungi nama baik suami-istri dalam pergaulan masyarakat. 
Tidak layak membeberkan secara terbuka rahasia rumah tangga orang 
kepada khalayak ramai, hal itu bertentangan dengan moral. Akan tetapi, 
meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian 
diperiksa secara tertutup, namum Pasal 34 Peraturan Pemerintah tersebut 
menegaskan: putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. 
Oleh karena itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap 
tinduk kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, 
sebagimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang 
diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. 
4) Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan 
Prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk 
umum dilakukan dalam sidang gedung pengadilan ang ditentukan untuk 
itu. Hal ini jauh hari sudah ditegaskan dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. 
Selain   persidangan    harus    terbuka    untuk   umum,   pemeriksaan  dan  
 
53  Ibid, hal. 804. 
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pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, 
mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunai kekuatan. Praktik 
persidangan ang dilakukan dalam ruang kerja hakim, merupakan 
pelanggaran tata tertib beracara ang digariskan Pasal 121 ayat (1) HIR dan 
Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sekarang pasal 20 Undang-
Undang No. 4 Tahun 2005, yang menenukan pemeriksaan perkara dan 
pengucapan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan. Apabila 
jika pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, semakin terjadipelanggaran 
yang bersifat ganda.54 
Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar 
ruangan sidang gedung pengadilan. Seperti pemeriksaan setempat atas 
barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan 
persidangan dilakukan di tempat barang terletak. Begitu juga sidang 
pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang 
pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu Pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 
1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah 
pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Jadi, sepanjang undang-
undang membolehkan pemeriksaan di luar ruang sidang gedung 





54  Ibid, hal. 805. 
  
53 
a) Pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum, dan 
b) Putusan tetap mesti diucapakan di ruang sidang gedung pengadilan 
dengan cara terbuka untuk umum.55 
5) Radio dan Televisi Dapat menyiarkan langsung Pemeriksaan dari Ruang 
Sidang  
Berdasarkan argumentasi, beberapa negara telah membolehkan 
penyiaran dan penyangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang 
pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tidak bersifat absolut. Terdapat 
beberapa pembatasan (restriction) yang harus taati, antara lain: 
a) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses 
pemeriksaan persidangan, 
b) Harus lebih mengutamakan reportase akurat berdasarkan fair trial 
daripada mengedepankan liputan highlights yang bersifat dan bernilai 
hiburan (entertainment) komersial, 
c) Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus 
dilindungi, 
d) Tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar 
(comments) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pridadi (privacy) 
dan konfidensial dari pihak yang berperkara, 
e) Pembatasan berhubungan kepentingan publik, yakni tidak dibenarkan 
berkomentar mengenai hal-hal berkenan dengan teknis dan administrasi 
peradilan yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan.56 
 
55  Ibid, hal. 806. 
56  Ibid, hal. 807. 
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3. Formulasi Putusan 
Formulasi adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam 
putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi 
putusan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG.57 Bertitik tolak 
dari pasal-pasal di atas, terdapat beberapa unsur formulasi yang harus tercantum 
dalam putusan. 
a. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan 
Amar Putusan 
Mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah halhal 
berikut: 
1) Dalil gugatan 
2) Mencantumkan jawaban tergugat 
3) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian 
4) Pertimbangan hukum 
5) Ketentuan perundang-undangan 
6) Amar putusan 
b. Mencantumkan Biaya Perkara 
Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenan 
dengan biaya perkara. Mengenai prinsip dan komponen biaya perkara diatur 
dalam Pasal 181-12 HIR, Pasal 192-194 RBG, dijelaskan hal-hal berikut: 
1) Prinsip pembebanan biaya perkara 
2) Pembebanan meliputi biaya putusan sela  
 
 
57  Ibid, hal. 807. 
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3) Biaya putusan verstek kepada yang dijatuhkan verstek 
4) Pembebanan biaya tambahan panggilan 
5) Komponen biaya perkara 
Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya 
berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang 
berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan 
hukum acara. Fungsi dan kewajibaan mencari dan menemukan hukum objektif 
atau materil yang akan diterapkan kepada perkara yang diperiksa, berkaitan 
dengan asas-asas yang diuraikan sebagai berikut: 
a. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara 
b. Prinsip curia novit jus 
c. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum.5823 
Upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapakan, 
harus dari sumber hukum yang benar, antara lain: 
a. Ketentuan hukum positif 




Pengadilan dalam hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat 
terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan fungsi otonomi 
 
58  Ibid, hal. 820. 
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kebebasan hakim mengadilii perkara, ada beberapa prinsip yang perluh 
diperhatikan.59 
a. Pengadilan sebagai katup penekan 
b. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum. Dalam kedudukan yang 
demikian, ada dua fungsi, yaitu: 
1) Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat 
2) Sebagai waali masyarakat 
c. Kebebasan tidak bersifat mutlak. Kebebasan hakim sebagai pelaksana 
kekuasaan kehaakiman melalui badan peradilan dalam menyelesikan sengketa 
adalah sebagai berikut: 
1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial 
2) Kebebasan relatif menerapkan hukum 
d. Secara fundamental tidak demokratis 
e. Hakim memeiliki imunitas personal yang total 
Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 15 HIR, Pasal 196 
RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 10 
HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal 
yang disebutkan, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang 
dijatuhkan hakim.60 
a. Dari aspek ketidak hadiran para pihak. Untuk mengantisipasi tindakan 
keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada 
hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. 
 
59  Ibid, hal. 853. 
60  Ibid, hal. 872. 
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Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri 
persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memeperkenalakan 
bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim: 
1) Putusan gugatan gugur 
2) Putusan verstek 
b. Putusan ditinjau dari sifatnya. Ditinjau dari segi sifatnya, yang terpenting di 
antaranya sebagai berikut: 
1) Putusan deklarator 
2) Putusan constitutief 
3) Putusan condemnator  
c. Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya. Ditinjau dari segi saat putusan 
dijatuhkan, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklasifikasi sebagai 
berikut: 
1) Putusan sela 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Proses Persidangan dengan Relaas Pemanggilan Secara e-Court  
Hadirnya aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi 
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 
di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Perma No. 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara 
Elektronik, sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 
mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (Justice Reform) yang 
mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (IT for 
Judiciary). e-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk 
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, 
Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, 
Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen 
persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). 
Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun 
menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah atau menyempurnakannya. 
Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah 
Agung No. 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita 
Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) 
secara online. Tak sekedar panggilan/pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/ 
penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur 
dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.  
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Perkara No. 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs merupakan perkara permohonan izin 
ikrar talak antara Hendra bin Warsrin yang memberikan kuasa kepada Abdullah 
Aniq serbagai Pemohon melawan Aan Kurniasih binti Wasori sebagai Termohon. 
Proses persidangan dalam perkara tersebut di atas tidak menggunakan sistem 
elektoronik yaitu menggunakan aturan secara umum, namun dalam proses 
penyampaian relaas (panggilan/pemberitahuan) pihak Pemohon dilakukan secara 
online. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan 
kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan 
relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. Tak sekedar panggilan/ 
pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan 
putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung tersebut.  
Prosedur pengajuan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Brebes, 
antara lain:  
1. Langkah yang dilakukan Pemohon (suami/kuasanya): 
a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006). 
b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan 
(Pasal 119 HIR 143 Rbg jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 
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2. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan 
petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas 
persetujuan Termohon. 
3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah: 
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 
ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 
b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati 
bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006). 
c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan 
kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No 
7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006). 
d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka 
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang 
daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada 
Pengadilan Agama Pekalongan (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No 7 




4. Permohonan tersebut memuat: 
a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan 
Termohon. 
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). 
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 
bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau 
sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 
6. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo Pasal 89 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat 
berperkara secara cuma-cuma/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 Rbg).61 
Permohonan izin ikrar talak No. 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs diajukan secara 
tertulis kepada Pengadilan Agama Brebes tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah 
didaftar dalam register perkara nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs, tanggal 18 
Oktober 2019. Permohonan tersebut memuat: 
1. Nama, umur, pekerjaan, agama, tempat kediaman Pemohon dan Termohon. 
a. Pemohon 
Nama : Hendra Bin Wasrin 
Umur : 30 tahun 
Pekerjaan  : Nelayan  
Pendidikan  : Sekolah Dasar  
 
61  http://www.pa-brebes.go.id. Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Talak, Online: 21 
Npvember 2019.  
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Agama  : Islam  
Tempat Kediaman  : Dahulu bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa 
Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 
Sekarang bertempat tinggal di No.39-2 Yu Gang Rd. 
Lin Yuan Dist. Kaohsiung City Taiwan R.O.C. 
Kuasa Hukum  : Abdullah Aniq, S.HI, M.H, Advokat yang berkantor 
di Jalan Dewi Sartika Nomor.15 Brebes berdasarkan 
surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2019. 
b. Termohon  
Nama : Aan Kurniasih Binti Wasori 
Umur : 23 tahun 
Pekerjaan  : Mengurus Rumah Tangga 
Pendidikan  : Sekolah Dasar  
Agama  : Islam  
Tempat Kediaman  : RT. 01 RW. 01 Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes 
Kabupaten Brebes.62 
2. Posita, berisi fakta kejadian dan fakta hukum, yang dalam hal ini pada intinya 
sebagai berikut: 
a. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; 
b. Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih 5 bulan; 
c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali. 
 
62  Pengadilan Agama Brebes, Putusan Nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs, hal. 1.  
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3. Petium, merupakan hal-hal yang dituntut berdasarkan posita.  
a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
b. Memberikan ijin kepada Pemohon (Hendra Bin Wasrin) untuk 
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Aan Kurniasih Binti 
Wasori) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes; 
c. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.63 
Setelah permohonan izin ikrar talak No. 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs telah 
memenuhi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku kemudian didaftar dalam 
register perkara nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs. Pengadilan Agama mempelajari 
berkas perkara. Proses persidangan diawali dengan Pengadilan Agama melalui 
Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan relas pemanggilan kepada Pemohon dan 
Termohon. Adapun Prosedur Persidangan di Pengadilan Agama Brebes, yaitu:  
1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon 
atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat 
Panggilan untuk menghadiri persidangan. 
2. Tahapan Persidangan: 
a. Upaya perdamaian 
b. Pembacaan permohonan atau gugatan 
c. Jawaban Termohon atau Tergugat 
d. Replik Pemohon atau Penggugat 
e. Duplik Termohon atau Tergugat 
 
 
63  Ibid, hal. 3.  
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f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat) 
g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat) 
h. Musyawarah Majelis 
i. Pembacaan Putusan/Penetapan 
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat 
mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) 
selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. 
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan 
talak, Pengadilan Agama: 
a. Menetapkan hari sidang ikrar talak. 
b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. 
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar 
talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, 
maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak 
dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. 
5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. 
6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, 
maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. 
7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, 
maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. 
8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, 
kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang 
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dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus 
perkara tersebut.64 
Proses persidangan perkara nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs diawali 
dengan  pemanggilan  kepada   Pemohon   dan  Termohon,  di  mana  pemanggilan  
pertama yang ditujukan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik (e-
Summons), sedangkan pemangilan kepada Termohon dilakukan secara langsung. 
Jika Termohon hadir di persidangan pada relas pemanggilan pertama, maka akan 
ditawarkan sidang secara elektronik (e-Litigasi). Karena Termohon dalam perkara 
ini tidak hadir pada persidangan pertama, maka relas panggilan kedua tetap 
dilaksanakan secara langsung. 
Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan, 
sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain 
untuk mewakilinya sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 
resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, 
sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. 
Perkara ini tidak dapat dilakukan prosedur mediasi karena Termohon tidak 
pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. 
Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 
oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir. 
Namun  Majelis  hakim  telah  berusaha  menasehati Pemohon agar berpikir untuk  
 
64  http://www.pa-brebes.go.id. Prosedur Persidangan, Online: 21 Npvember 2019.  
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tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Sehingga pemeriksaan 
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan 
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. 
Jawaban Termohon atau Tergugat, Replik Pemohon atau Penggugat, 
Duplik Termohon atau Tergugat tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran 
Termohon, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan 
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 
ayat (1) HIR dan dalil syar'i yang berbunyi: “Seseorang yang dipanggil Hakim 
(Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak 
baginya.“ (Ahkamul Qur-an II: 405). 
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa 
hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 
beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan 
dalil-dalil permohonannya, dalam hal ini Pemohon membuktikan dalil-dalil 
permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi. 
Mencermati fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan 
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dengan keterangan 
saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa antara Pemohon dan Termohon 
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi serta 
Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih 5 bulan. Maka berdarkan fakta tersebut 
di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus 
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, Pemohon dan 
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Termohon pisah rumah lebih 5 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon tidak 
ada harapan hidup rukun kembali. Jadi alasan-alasan tersebut di atas telah 
memenuhi: 
1. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri 
itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
2. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan salah satu pihak mendapat 
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami/isteri. 
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: 
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan isteri terus 
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Permohonan Pemohon 
telah memenuhi alasan hukum. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk 
dikabulkan secara verstek yaitu memberi izin kepada Pemohon (Hendra bin 
Wasrin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Aan Kurniasih 
binti Wasori) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes. 
Menurut penulis, uraian di atas menunjukkan bahwa proses persidangan 
perkara nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs sudah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam Prosedur Persidangan di Pengadilan Agama Brebes. Penerimaan, 
pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dilaksanakan tidak menggunakan sistem 
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elektronik yaitu menggunakan aturan secara umum yang diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku. Namun proses relaas pemanggilan kepada Pemohon 
dilakukan secara elektronik (e-Summons) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan 
kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas 
(panggilan/ pemberitahuan) secara online.  
Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 yang telah diubah dalam Perma 
No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan 
menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan 
dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik 
pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama 
dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang 
pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau 
tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai 
dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan 
dilakukan secara manual seperti biasa. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma No. 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara 
Elektronik, panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: 
1. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik, dan  
2. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk 
dipanggil secara elektronik.  
Sedangkan untuk persidangan di pengadilan secara umum, Perma No. 1 
Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di 
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Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/ pemberitahuan) secara online. 
Hal ini diatur dalam Pasal 16 bahwa berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita 
pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para 
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.  
B. Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terhadap Keabsahan Putusan 
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes 
Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya 
Pelayanan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan agar menjadi lebih 
efektif dan efisien, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
Secara Elektronik pada tanggal 06 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara 
di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan Tata Cara 
Persidangan secara Elektronik.  
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum penyelenggaraan 
administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk 
mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, 
akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Pengaturan administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik dalam Perma tersebut berlaku untuk jenis perkara 
perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Ruang Lingkup 
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aplikasi e-Court terdiri dari Pendaftaran Perkara Online, Pembayaran Panjar Biaya 
Online, Pemanggilan Elektronik, dan Persidangan Elektronik.  
1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing) 
Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru 
dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, 
dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang 
didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang 
dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih. Hal ini yang 
menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan 
berusaha.  
Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem 
Informasi Pengadilan, yang meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, 
peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian 
dokumen elektronik terkait. Pendaftaran upaya hukum yang dilakukan secara 
elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan 
secara elekronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pendaftaran perkara 
secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya 
setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.  
Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat 
dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Penerapan 
Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan Agama Brebes sajauh ini belum ada. 
Hal ini karena peraturan tersebut tergolong baru sehingga masyarakat umum 
belum banyak yang mengetahui dengan adanya pelayanan administrasi perkara 
dan persidangan di pengadilan secara online (e-Court). Oleh karena itu perlu 
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adanya sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik agar pelayanan administrasi 
perkara dan persidangan di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien. 
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment) 
Pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan 
SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses 
generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja 
yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya 
Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan 
taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan 
elektronik SKUM atau eSKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan 
Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual 
Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. 
Semua pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik baik oleh 
Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain, maka pembayaran panjar biaya 
perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik. Pengguna Terdaftar adalah 
advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan 
dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan 
Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat 
untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban 
yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi Jaksa Pengajara Negara, Biro 
Hukum Pemerintah/TNI/Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan 
yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang 
ditentukan undang-undang. Sama halnya dengan Pendaftaran Perkara Online 
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(e-Filing), Penerapan Pembayaran Panjar Biaya Online di Pengadilan Agama 
Brebes sajauh ini juga belum pernah ada.  
3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) 
Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 yang telah diubah dalam 
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan secara Elektronik bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya 
dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna 
Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat 
domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk 
pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir 
pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju 
dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat 
akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang 
diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual 
seperti biasa. 
Sedangkan untuk persidangan di pengadilan secara umum, Peraturan 
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Juru 
Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas 
(panggilan/ pemberitahuan) secara online. Hal ini diatur dalam Pasal 16 bahwa 
berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat 
panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem 
Informasi Pengadilan. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) sudah sering 
diterapkan di Pengadilan Agama Brebes sebagai tahap sosialisasi aplikasi e-



















4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi) 
Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat 
dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Perkara yang 
tidak memerlukan mediasi, persetujuan diberikan pada sidang yang dihadiri 
kedua belah pihak. Persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada 
saat pendaftaran perkara secara elektronik. Dalam perkara tata usaha negara, 
jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan 
tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.  
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Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara 
elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti 
Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat 
diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Pada e-Litigasi ini acara persidangan 
secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik 
dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan 
Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup 
sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, 
meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh 
majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan 
dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak 
tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak 
lawan. 
Proses persidangan perkara permohonan izin ikrar talak nomor: 
4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs, penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara 
dilaksanakan tidak menggunakan sistem elektronik yaitu menggunakan aturan 
secara umum yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun 
proses relaas pemanggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik (e-
Summons) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung No. 
3 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita 
Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/ 
pemberitahuan) secara online. 
Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 390 HIR dan Pasal 2 ayat 
(3) Rv menyebutkan bahwa panggilan harus dilakukan secara tertulis (In 
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Writing) dan tidak dibenarkan melalui lisan karena sulit membuktikan 
keabsahannya. Hal ini berarti suatu panggilan akan dikatakan sah apabila 
dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yang ada dalam panggilan tersebut 
yakni harus asli dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini 
berarti dengan otoritas keaslian suatu akta, dokumen atau surat. 
Secara normatif pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama diatur 
dalam Pasal 26-28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 390 HIR atau Pasal 145-
146 R.Bg. khusus mengenai Pasal 390 (1) HIR; pemanggilan yang tidak 
bertemu dengan para pihak, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/ 
lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktek di lapangan banyak 
ditemukan permasalahan yang diawali dari interpretasi undang-undang yang 
mengesankan adanya ruang-ruang pengertian yang merugikan para pihak yang 
berperkara terutama pihak yang tidak ditemui di tempat tinggal atau domisili. 
Mengingat perkembangan teknologi dan informasi maka Lembaga 
Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya harus mengikuti kemajuan 
teknologi tersebut dalam hal penerimaan, peneriksaan, dan penyelesaian 
perkara. Hal ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, 
oleh karena itu Maka Mahkamah Agung mengatur secara khusus dengan 
menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah ke dalam 
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan secara Elektronik. 
Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan aturan khusus yang 
mengatur berperkara secara khusus pula. Sedangkan perkara-perkara yang 
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tidak menggunakan sistem elektronik menggunakan aturan secara umum yang 
diatur dalam perundang-undangan sebelumnya yang sudah ada. Maka 
berlakulah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dimana aturan hukum 
khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. 
Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2019 yang 
mengatur administrasi perkrara secara elektronik. Pengaturan tersebut 
diterapkan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sistem Informasi yang 
disediakan oleh Mahkamah Agung meliputi adminitrasi, pelayanan perkara 
dan persidangan secara elektronik yang disebut e-Litigasi. 
Pemanggilan para pihak pun dilakukan secara elektronik sebagaimana 
termaktub dalam Bab IV Pasal 15 ayat (1) kalau panggilan/pemberitahuan 
disampaikan kepada: 
a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik 
b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan untuk 
dipanggil secara elektronik. 
Pasal 16 menyebutkan bahwa Juruita mengirimkan surat panggilan 
persidangan ke Domisili Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. 
Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang ITE menyebutkan dalam hal terdapat 
ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan 
bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik 
dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang 
tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.  
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Karena telah diatur dalam Perma tersebut dan undang-undang yang 
berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemanggilan dan 
penyampaian pemberitahuan isi putusan secara elektronik merupakan 
pemanggilan dan pemberitahuan yang patut dan sah dan tidak bertentangan 
dengan Pasal 390 HIR. Sehingga putusan yang diambil dalam perkara ini 
dengan relaas panggilan secara elektronik (e-Court) tersebut adalah sah 
menurut hukum dan bukan batal demi hukum. Aplikasi e-Court perwujudan 
dari implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 sebagai inovasi sekaligus 
komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan 
reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi 




A. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
Aplikasi e-Court perwujudan dari implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 sebagai 
inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 
mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran 
teknologi informasi dengan hukum acara. Adapun simpulan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Proses persidangan perkara nomor: 4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs menggunakan 
aturan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Prosedur 
Persidangan di Pengadilan Agama Brebes. Penerimaan berkas perkara, 
pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dilaksanakan tidak menggunakan 
sistem elektronik. Namun proses relaas pemanggilan kepada Pemohon 
dilakukan secara elektronik (e-Summons) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 
Perma No. 1 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru 
Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/ 
pemberitahuan) secara online. 
2. Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Brebes 
dengan relaas pemanggilan kepada Pemohon dilakukan secara elektronik (e-
Summons) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung No. 
3 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita 
  
79 
Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/ 
pemberitahuan) secara online. Karena telah diatur dalam Perma tersebut dan 
undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, 
maka pemanggilan dan penyampaian pemberitahuan isi putusan secara 
elektronik merupakan pemanggilan dan pemberitahuan yang patut dan sah dan 
tidak bertentangan dengan Pasal 390 HIR. Sehingga putusan yang diambil 
dalam perkara ini dengan relaas panggilan secara elektronik (e-Court) tersebut 
adalah sah menurut hukum dan bukan batal demi hukum. Aplikasi e-Court 
perwujudan dari implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 sebagai inovasi 
sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 
mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran 
teknologi informasi dengan hukum acara. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 
maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 
1. Pengadilan Agama diharapkan dapat lebih mensosialisasikan penerapan e-
Court, yang merupakan aplikasi yang diluncurkan Mahkamah Agung untuk 
memudahkan administrasi perkara perdata secara elektronik. Dengan aplikasi 
e-Court dapat mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan. 
Adanya sistem ini intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat 
peradilan otomatis berkurang sehingga dapat meminimalisir terjadinya 




2. Para Advokat diharapkan dapat melakukan registrasi ke sistem e-Court, karena 
Mahkamah  Agung  berhak  untuk  menolak pendaftaran pengguna terdaftar 
yang tidak dapat diverifikasi. Registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di 
e-Court saat ini masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan 
klien yang akan berperkara dengan layanan e-Court. Namun, Tidak ada 
salahnya apabila advokat  melakukan  registrasi  dalam  layanan  e-Court  guna  
memudahkan advokat untuk bisa membela klien yang hendak menggunakan 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada 
tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;  
HENDRA bin WASRIN, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, 
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu 
bertempat tinggal di Rt.004 Rw.002 Desa Kaliwlingi 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Sekarang bertempat 
tinggal di No.39-2 YU GANG RD. LIN YUAN DIST. 
KAOHSIUNG CITY TAIWAN R.O.C., dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Abdullah Aniq, S.HI, M.H, 
Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor.15 
Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 
2019, sebagai Pemohon;  
Melawan 
AAN KURNIASIH binti WASORI, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan 
Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat 
kediaman di Rt.001 Rw.001 Desa Kaliwlingi Kecamatan 
Brebes Kabupaten Brebes, sebagai Termohon; 
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;  
DUDUK PERKARA 
Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 
Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 
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4337/Pdt.G/2019/PA.Bbs, tanggal 18 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai 
berikut:  
1.  Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan 
pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu, 30 Desember 2017 
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1439H sesuai dengan Kutipan Akta 
Nikah Nomor:0004/004/I/2018tertanggal 02 Januari 2018 ; 
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah 
orang tua Termohon di Rt.001Rw.001 Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes 
Kabupaten Brebesselama 2 hari kemudian Pemohon dan Termohon bertempat 
tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 15 (lima belas) hari, setelah itu 
Pemohon berangkat ke luar Negeri (Taiwan) sedangkan Termohon berada di 
rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan Juli 2019; 
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani hubungan sebagaimana 
layaknya suami istri dalam keadaan Bada ad-dukhul namun belum dikaruniai 
keturunan; 
4. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan 
harmonis, namun setelah 3 bulan PEMOHON berada di Taiwan yaitu sekitar 
bulan Maret 2019 antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, TERMOHON tidak 
menghargai PEMOHON sebagai suami yang sah, TERMOHON tidak dapat 
dinasehati dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga 
PEMOHON merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama, 
TERMOHON sering pergi keluar rumah meninggalkan tempat kediaman 
bersama tanpa izin dan sepengetahuan PEMOHON sehingga dapat dikatakan 
TERMOHON nusyuz, TERMOHON telah menjalani hubungan asmara dengan 
laki-laki lain sehingga TERMOHON tidak dapat menjaga harkat dan martabat 
PEMOHON; 
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan memuncak pada 
bulan Juli 2019, karena TERMOHON terus melanjutkan hubungan asmaranya 
dengan laki-laki lain dan meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian 
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pulang ke rumah orang tua TERMOHON di Rt.001 Rw.001 Desa Kaliwlingi 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sehingga antara PEMOHON dan 
TERMOHON sekarang sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan 
baik selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena adanya peristiwa tersebut; 
6. Bahwa atas sikap dan perilaku TERMOHON, PEMOHON merasakan 
ketidakbahagiaan, kesengsaraan dan penderitaan baik lahir maupun batin; 
7. Bahwa atas dasar kejadian yang PEMOHON ceritakan tersebut diatas dengan 
ini PEMOHON mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan antara 
PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran dan perselisihan 
yang terus menerus sehingga telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 19 PP No. 9 
Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI; 
8. Bahwa selama terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, 
sudah pernah ada mediasi antara keluarga PEMOHON dengan keluarga 
TERMOHON, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan 
PEMOHON merasa sudah tidak dapat hidup rukun kembali dan menjalani 
bahtera rumah tangga dengan TERMOHON; 
9. Mohon agar membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua 
Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang 
amarnya sebagai berikut : 
1.  Mengabulkan permohonan PEMOHON; 
2.  Memberikan ijin kepada PEMOHON (HENDRA BIN WASRIN) untuk 
menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON (AAN KURNIASIH 
BINTI WASORI) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes; 
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. 
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka 
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa 
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hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya 
telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 
disebabkan suatu halangan yang sah;  
Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak 
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya 
untuk bercerai dengan Termohon; 
Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah 
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya 
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud 
dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 
mengajukan bukti-bukti berupa;  
A. Surat; 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329091708890013 tanggal 19 
Agustus 2014 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti 
P.1); 
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten 
Brebes Nomor 0004/004/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, yang bermeterai 
cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2); 
 Saksi;  
1. Nama YAHYA ABAS bin ABAS,umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan 
tani, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Rt.004 Rw.002 Desa 
Kaliwlingi Kecamatan Brebes, 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai 
tetangga Pemohon ; 
- Bahwa Yang saksi ketahui Pemohon akan menceraikan Termohon; 
- Bahwa Yang saksi ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua 
Termohon; 




- Bahwa Yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 
bertempat tinggal bersama d irumah orang tua Termohon selama 2 hari 
kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama 15 hari, kemudian 
Pemohon berangkat kerja keluar Negeri namun belum dikaruniai anak; 
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semula keadan rumah tangga Pemohon dan 
Termohon harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak Maret 2019 
antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan 
perselisihan; 
- Bahwa Yang saksi ketahui karena Termohon sering pergi meninggalkan 
tempat bersama sewaktu Pemohon berada di Luar Negeri Pemohon 
menasehati Termohon, bahkan sewaktu Pemohon berada di Luar Negeri 
Termohon menyeleweng dengan laki-laki lain bernama Sugi dan 
Termohon sekarang dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain (Sugi) dan 
Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin 
Pemohon; 
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan 
Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir 
maupun batin; 
- Bahwa Yang saksi ketahui sejak Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan 
Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua 
Termohon sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 
selama 5 bulan; 
- Bahwa Yang saksi ketahui pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon 
dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi 
mendamaikan Pemohon dan Termohon; 
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup. 
2. Nama SUNITA binti MUNAJAT, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan 
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwlingi 
Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes., 




- Bahwa Yang saksi ketahui Pemohon akan menceraikan Termohon; 
- Bahwa Yang saksi ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua 
Termohon; 
- Bahwa Yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon menikah Desember 
2017; 
- Bahwa Yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 
bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 2 hari 
kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon selama 15 hari namun 
sampai sekarang belum dikaruniai anak; 
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semula keadan rumah tangga Pemohon dan 
Termohon harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak Maret 2019 
antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan 
perselisihan; 
- Bahwa Yang saksi ketahui karena Termohon sering pergi meninggalkan 
tempat bersama dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman 
bersama tanpa seijin Pemohon, bahkan Pemohon sering menelpon 
Termohon namun Termohon tidak pernah mengangkat Telpon Pemohon; 
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan 
Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir 
maupun batin; 
- Bahwa Yang saksi ketahui sejak Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan 
Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua 
Termohon sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 
selama kurang lebih 5 bulan; 
- Bahwa Yang saksi ketahui pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon 
dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi 
mendamaikan Pemohon dan Termohon; 
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup. 
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana terurai di atas;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah 
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam 
perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 2017.  
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai 
suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal 
standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan 
berkepentingan dalam perkara ini ; 
Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya 
bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan 
secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama 
untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah 
diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat 
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka perkara ini secara relatif 
juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksanya (vide 
Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai 
mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 
Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;  
Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar 
rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 
HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 
2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, 
tetapi tidak berhasil ;   
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Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan 
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak 
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus 
dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. 
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :  
 
Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang 
sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.“ (Ahkamul Qur-an II : 405) ; 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur 
mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat 
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa 
mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat 
terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya 
Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena 
itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 
telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi; 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan 
berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang 
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini; 
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Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan 
akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 
menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 
Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, 
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 
3e HIR; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan 
angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan 
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, 
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 
sebagai alat bukti; 
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, 
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 
3e HIR; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan 
angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan 
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, 
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 
sebagai alat bukti; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan 
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut 
memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 




1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran disebabkan ekonomi; 
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih 5 bulan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan 
fakta hukum sebagai berikut; 
a. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; 
b. Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih 5 bulan; 
c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat 
membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam 
yang terkandung dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut; 
 
Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227); 
Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 
karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis 
berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan 
lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, 
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 
3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya 
dibebankan kepada Pemohon;  
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap sidang tidak hadir; 
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek; 
3. Memberi izin kepada Pemohon (HENDRA bin WASRIN) untuk menjatuhkan 
talak satu raji terhadap Termohon (AAN KURNIASIH binti WASORI) di depan 
sidang Pengadilan Agama Brebes; 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.236.000,00 (dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah); 
Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan 
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 
Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. 
H. Saifurrohman, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan Lukman Abdullah, 
S.H.,M.H. serta Drs. Damanhuri Aly, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. 




Drs. H. Saifurrohman, S.H.,M.Hum. 
 
 Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
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